
 i   
 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BERKEBUTUHAN 

KHUSUS DALAM PEMANFAATAN MODA TRANSPORTASI UMUM DI 

INDONESIA 

(Legal Protection Towards  Disability Passengers on Utilization of Public 

Transportation Modes in Indonesia) 

 

 

 

 

Oleh : 

 

YUSRIZAL MUHAMMAD RANGGA 
NIM. 120710101331 

 
 
 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS HUKUM 

2016 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 ii   
 

 

 

 

 

SKRIPSI 

  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BERKEBUTUHAN 

KHUSUS DALAM PEMANFAATAN MODA TRANSPORTASI UMUM DI 

INDONESIA 

(Legal Protection Towards Disability Passengers on Utilization of Public 

Transportation Modes in Indonesia) 

 

 

 

 

Oleh : 

 

YUSRIZAL MUHAMMAD RANGGA 
NIM. 120710101331 

 
 

 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS HUKUM 

2016 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 iii   
 

MOTTO 

 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang 
apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.  
Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan Semesta Alam?” 

 
(Qs. Al-Muthaffifin/83: 1-6) 
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RINGKASAN 

 Transportasi merupakan sarama yang sangat penting dan strategis dalam 
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 
mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara. Secara garis besar sarana 
transportasi umum dibagi menjadi 3 berdasarkan jalur transportasinya, yakni 
transportasi darat, laut dan udara. Pelayanan yang baik akan pelaksanaan jasa 
transportasi mutlak dibutuhkan tak terkecuali bagi konsumen berkebutuhan khusus 
(difabel). Konsumen berkebutuhan khusus sebagai bagian tak terpisahkan dari 
konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya secara utuh dan tanpa diskriminasi 
dalam hal pelayanan jasa transportasi. Untuk itu UU Perlindungan Konsumen dan UU 
Transportasi Indonesia wajib untuk menyediakan perlindungan bagi mereka. Namun 
pada praktiknya masih seringkali terdapat hak-hak penumpang  berkebutuhan khusus 
yang dilanggar. Hal ini tentu menjadi perhatian karena UU Perlindungan Konsumen 
dibentuk dengan tujuan guna melindungi hak-hak dasar konsumen tanpa terkecuali. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji Perlindungan Hukum bagi 
konsumen berkebutuhan khusus ini dalam skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM 
PEMANFAATAN MODA TRANSPORTASI UMUM DI INDONESIA 

 Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Pertama,Bagaimanakah 
pengaturan terkait dengan perlindungan konsumen transportasi umum bagi konsumen 
berkebutuhan khusus? Kedua, Bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan 
transportasi umum terhadap kebutuhan konsumen khusus? Ketiga, Apakah konsumen 
transportasi umum berkebutuhan khusus memiliki hak untuk mengajukan gugatan 
terhadap layanan transportasi umum yang tidak menyediakan tempat atau sarana 
khusus bagi konsumen berkebutuhan khusus? Tujuan penulisan skripsi ini dibagi 
menjadi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penulisn skripsi ini 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan penggunaan pendekatan 
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) sebagai pisau analisis guna memecahkan permasalahan yang ada. 

 Tinjauan pustaka dalam penulisan ini dibagi menjadi empat sub utama, yakni: 
Pertama, menjelaskan mengenai konsep perlindungan hukum, Kedua, menjelaskan 
mengenai perjanjian pengangkutan, Ketiga, menjelaskan mengenai transportasi dan 
jenisnya, Keempat, menjelaskan mengenai konsumen berkebutuhan khusus. 

 Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1). Perlindungan hukum bagi konsumen 
berkebutuhan khusus menjadi hal penting yang dibutuhkan demi mewujudkan 
pelayanan transportasi yang non diskriminatif. Perlindungan hukum baik secara 
preventif dan represif dibutuhkan secara mutlak untuk melindungi hak-hak konsumen 
berkebutuhan khusus secara komprehensif. Komitmen untuk mewujudkan hal ini 
ditunjukkan pemerintah dengan turut meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak 
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penyandang cacat serta memasukkan unsur perlindungan hukum bagi konsumen 
berkebutuhan khusus baik dalam UU Transportasi di Indonesia maupun dalam UU 
Perlindungan Konsumen. UU Transportasi dan UU Perlindungan Konsumen yang ada 
secara substantif telah mampu melindungi dan meminimalisir kerugian  bagi konsumen 
berkebutuhan khusus dalam hal penggunaan jasa transportasi umum. (2) Guna 
meminimalisir kerugian yang timbul akibat kesalahan penyedia jasa transportasi umum 
yang tidak menyediakan fasilitas khusus bagi konsumen berkebutuhan khusus, UU 
Perlindungan Konsumen secara substantif telah memberikan kewajiban bagi pelaku 
usaha untuk mengganti segala kerugian yang timbul karena kesalahannya, selain itu 
UU Perlindungan Konsumen juga memberikaan sanksi baik administratif maupun 
pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. Hal ini bertujuan agar 
konsumen berkebutuhan khusus yang hak-haknya dirugikan dapat diberikan ganti rugi 
atas kerugian materiil maupun imateriil yang mereka dapatkan ketika dalam suatu 
proses pengangkutan yang ada. (3) Berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh 
konsumen berkebutuhan khusus untuk mengurangi kerugian akibat tindakan penyedia 
jasa layanan transportasi yang tidak menyediakan fasilitas khusus baginya dapat 
ditempuh dengan 2 (dua) cara. UU Perlindungan Konsumen memberikan ruang seluas-
luasnya bagi konsumen untuk dan pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan 
yang timbul melalui penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) baik melalui jalur 
damai ataupun melalui BPSK ataupun mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan 
yang ada. 

 Adapun saran dari penulisan ini yakni, Pertama, Pemerintah harus melakukan 
penyempurnaan pada UU Transportasi di Indonesia, terutama dengan memasukkan 
unsur-unsur perlindungan hukum yang belum tercakup di dalam UU Trasnportasi yang 
ada, seperti sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas khusus pada UU 
Penerbangan dan UU Perkeretaapian. Kedua, Pemerintah dan Pelaku Usaha harus lebih 
bersinergi dalam hal pengimplementasian kebijakan terkait penyediaan fasilitas khusus 
pada setiap moda transportasi yang ada sehingga  dapat muncul inovasi-inovasi baru 
terkait fasilitas kebutuhan khusus yang diapat menjamin kenyamanan bagi 
penggunanya. Ketiga, Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan 
pemerintah dan penyedia jasa layanan transportasi sehingga tercipta sarana transportasi 
yang accessable bagi konsumen berkebutuhan khusus. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya 

transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa 

angkutan bagi mobilitas orang dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan dari 

dan ke luar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan 

penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang 

dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan. 

Secara garis besar, sarana transportasi umum dibagi menjadi 3 berdasarkan 

jalur transportasinya, yakni transportasi  jalur darat (melalui otobus dan kereta 

api), jalur laut (kapal laut) serta jalur udara (pesawat terbang). Layanan jasa 

transportasi umum di Indonesia dalam hal pengelolaannya dapat dilakukan oleh 

pelaku usaha yakni pemerintah melalui BUMN maupun oleh pihak swasta. 

Pelayanan akan jasa transportasi yang berlandaskan pada kenyamanan dan prinsip 

non diskriminasi menjadi kebutuhan dasar bagi para pengguna jasa transportasi 

umum. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, dapat 

diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan yang tergolong sebagai sarana 

transportasi umum semakin meningkat. Pada sektor penerbangan dan 

pengangkutan darat menggunakan bis terdapat peningkatan jumlah satuan 

kendaraan. Jumlah pesawat terbang pada tahun 2007 sejumlah 687 unit meningkat 

menjadi 950 unit di tahun 2013. Jumlah unit bus pada tahun 2007 tercatat 

berjumlah 1.736.087 unit dan meningkat menjadi 2.286.309 unit pada tahun 

2013.1 Pada sektor perkeretaapian,  laporan tahunan PT. Kereta Api Indonesia 

Tahun 2014 mencatat bahwa terdapat peningkatan jumlah kereta api yang 

beroperasi di Indonesia. Tercatat jumlah kereta siap operasi pada tahun 2010 

                                                           
1Sumber:http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1425 diakses pada tanggal 16 

Okober 2015 pada pukul 16.17 WIB 
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berjumlah 1.338 unit meningkat menjadi 1.430 unit pada tahun 2014. Hal ini 

diperkuat dengan data Jumlah gerbong siap operasi dan jumlah lokomotif siap 

operasi. Jumlah gerbong siap operasi pada tahun 2010 berjumlah 4.836 unit 

meningkat menjadi 6.387 unit pada tahun 2014. Untuk jumlah lokomotif siap 

operasi pada tahun 2010 berjumlah 316 unit meningkat menjadi 464 unit pada 

tahun 2014.2 Sedangkan pada sektor pelayaran, berdasarkan data yang dirilis oleh 

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut tahun 2013, jumlah kapal yang telah disertifikasi  pada tahun 

2011 sejumlah 7.146 unit dan meningkat menjadi 8.650 unit pada tahun 2013.3 

Dari peningkatan jumlah kendaraan ini dapat diketahui bahwa kebutuhan akan 

akses masyarakat dalam menggunakan jasa layanan transportasi umum meningkat 

setiap tahunnya.  

Data tersebut diperkuat dengan data jumlah penumpang yang dirilis oleh 

Badan Pusat Statistik. Pada sektor perkeretaapian terdapat peningkatan jumlah 

penumpang dari tahun 2010 sebesar 203.270 orang pengguna tumbuh menjadi 

277.508 orang pengguna pada tahun 2014.4 Pada dunia penerbangan tercatat pada 

tahun 2010 jumlah penumpang pesawat sebesar 42.690.966 penumpang, 

meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2014 menjadi 87.004.978 

penumpang.5 Pada sektor penyeberangan menggunakan kapal tercatat 14.906 

penumpang pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 23.081 penumpang pada 

tahun 2013.6 

Regulasi mengenai pelayanan jasa transportasi umum telah dituangkan di 

dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai 

transportasi dibentuk berdasarkan moda transportasi yang digunakan. Di 

Indonesia regulasi mengenai transportasi diatur dalam beberapa peraturan 

                                                           
2Sumber:https://kereta-api.co.id/index.php?#informasi diakses pada tanggal 14 Desember  

2015 pukul 23.28 WIB 
3Sumber:http://hubla.dephub.go.id/publikasi/Statistik/LAKIP%202013.pdf  diakses pada 

tanggal 16 Desember 2015 pukul 06.42 WIB   
4Sumber:http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1417 diakses pada tanggal 20 

Oktober 2015 pukul 19.38 WIB 
5Sumber:http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,

0 diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 19.50 WIB  
6Sumber:http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1420 diakses pada tanggal 25 

Oktober 2015 pukul 21.15 WIB 
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perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (selanjutnya disebut UU Perkeretaapian), Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU 

Penerbangan), dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). 

Undang-Undang transportasi yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini 

telah mengalami beberapa perubahan. Salah satu poin penting yang diatur dalam 

regulasi ini adalah keberadaan azas kemanfaatan. Azas kemanfaatan 

mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan jasa pelayanan transportasi 

haruslah dapat memberikan suatu pelayanan yang layak dan nilai guna yang 

sebesar-besarnya bagi masyarakat umum tanpa terkecuali.  

Di dalam dunia transportasi, penumpang adalah konsumen pengguna jasa 

layanan transportasi, dimana hak-hak konsumen melekat pada dirinya. Hak-hak 

konsumen yang melekat pada diri setiap penumpang dilindungi dan dijamin oleh 

hukum tanpa terkecuali. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUPK 

(selanjutnya disebut sebagai UUPK) menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan pada konsumen.  

Berdasarkan hal tersebut, hak-hak konsumen berkebutuhan khusus juga 

diakui dan dilindungi oleh hukum sebagai hak konsumen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa konsumen berkebutuhan khusus adalah konsumen yang 

memiliki hak yang sama dalam perihal pelayanan dan pemanfaatan jasa 

transportasi.  Hal ini diperkuat dengan Pasal 4 huruf g UUPK yang menyatakan 

bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. Konsumen berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud 

adalah konsumen yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental yang 

dapat mempengaruhi hubungan interaksionalnya dengan lingkungan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 
  

Undang-Undang transportasi a quo7secara regulatif telah mengatur 

mengenai pemberian fasilitas khusus bagi konsumen berkebutuhan khusus. 

Pengaturan mengenai fasilitas khusus pada UU LLAJ terdapat pada Pasal 242 dan 

243, pada UU Penerbangan diatur pada Pasal 134 dan 135, pada UU Pelayaran 

diatur pada Pasal 42 dan 43, dan pada UU Perkeretaapian diatur pada Pasal 131. 

Fasilitas ini dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan bersifat diskriminatif yang 

merugikan konsumen berkebutuhan khusus. Oleh karena itu penyedia layanan jasa 

transportasi diwajibkan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas khusus dalam setiap 

moda transportasi yang dioperasikannya guna memberikan kemudahan bagi 

konsumen berkebutuhan khusus dalam memanfaatkan jasa layanan transportasi 

yang ada. 

Meskipun regulasi terkait transportasi sudah mengatur tentang poin-poin 

penting dalam melayani konsumen berkebutuhan khusus, namun pada 

pelaksanaannya masih terdapat perlakuan diskriminatif yang kerap didapatkan 

oleh konsumen berkebutuhan khusus yang berujung kepada kerugian yang 

dideritanya. Salah satu contoh perlakuan diskriminatif terhadap penumpang 

pengguna jasa layanan trasnportasi di Indonesia dialami oleh Ridwan Sumantri 

seorang penumpang penyandang disabilitas. Pada tanggal 11 April 2011, Ridwan 

hendak melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Denpasar menggunakan 

pesawat Lion Air. Saat check in di Bandara Soekarno-Hatta, Ridwan meminta 

agar ia mendapatkan tempat duduk di bagian  depan agar tidak mengganggu 

penumpang lain karena dirinya penyandang cacat, namun faktanya ia mendapat 

tempat duduk di bagian tengah pada seat 23A.8  

Selain itu dengan alasan yang sama  ia meminta agar menjadi orang yang 

pertama naik pesawat, namun lagi-lagi pihak Lion Air tidak mengindahkan 

permintaan tersebut dan membiarkan Ridwan berdesak-desakan dengan  

penumpang lain. Tak cukup hal tersebut, Ridwan juga dipaksa pihak Lion Air 

untuk menandatangani surat sakit. Dalam surat tersebut tertulis, jika penyakitnya 

                                                           
7 Undang-Undang Tansportasi di Indonesia yakni: UU Perkeretaapian, UU Pelayaran, UU 

Penerbangan dan UU LLAJ 
8Sumber:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee174af16560/membedakan-

perlakuan-lion-air-dihukum diakses pada tanggal 19 November 2015 pukul 17.16 WIB 
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itu menyebabkan penumpang lainnya sakit, maka ia harus menanggung resikonya. 

Awalnya Ridwan menolak karena ia merasa ia tidak sakit dan cacat bukanlah sakit 

yang dapat ditularkan. Namun pihak Lion Air mengancam akan menurunkan 

Ridwan jika tidak memenuhi permintaan mereka.9  

Kasus diatas hanyalah sebagian kecil dan bukan merupakan satu-satunya 

yang terjadi di Indonesia. Kondisi demikian menunjukkan bahwa tindakan-

tindakan diskriminatif masih sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian 

khususnya bagi konsumen ber kebutuhan khusus. Berdasarkan contoh kasus yang 

ada, dunia penerbangan yang notabene memiliki aturan regulasi paling lengkap 

dan ketat tercatat masih terdapat perlakuan diskrimnatif yang diterima oleh 

konsumen berkebutuhan khusus Melihat hal ini tidak menutup kemungkinan 

bahwa perlakuan diskriminatif juga tumbuh subur di moda transportasi lain seperti 

bis, kapal laut penyeberangan dan kereta api yang notabene secara regulasi 

belumlah selengkap dunia penerbangan. Untuk itu demi terwujudnya pelayanan 

yang bersifat non-diskriminatif dan mencegah kerugian yang timbul pada diri 

konsumen perlu untuk diadakan perlindungan terhadap konsumen berkebutuhan 

khusus secara komprehensif. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis mencoba akan 

membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang 

berfokus kepada pelayanan jasa transportasi kereta api, bus umum, kapal antar 

pulau dan penerbangan domestik dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM 

PEMANFAATAN MODA TRANSPORTASI UMUM DI INDONESIA.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan terkait dengan perlindungan konsumen 

transportasi umum bagi konsumen berkebutuhan khusus? 

                                                           
9Ibid. 
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2. Bagaimana tanggung jawab penyedia layanan transportasi umum 

terhadap kebutuhan konsumen berkebutuhan khusus? 

3. Apakah konsumen transportasi umum berkebutuhan khusus memiliki 

hak untuk mengajukan gugatan terhadap layanan transportasi umum 

yang tidak menyediakan tempat atau sarana khusus bagi penumpang 

yang berkebutuhan khusus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Guna memperoleh manfaat dan memenuhi sasaran yang akan dicapai, 

ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan dan 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Jember. 

2. Sebagai wahana pengaplikasian ilmu pengetahuan, khususnya disiplin 

ilmu hukum yang didapat selama kuliah dengan realita yang ada di 

masyarakat. 

3. Memberikan informasi dan mengembangkan daya nalar kritis yang 

berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Jember. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan memahami pengaturan terkait dengan perlindungan 

konsumen transportasi umum bagi konsumen berkebutuhan khusus. 

2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab penyedia layanan 

transportasi umum terhadap kebutuhan konsumen berkebutuhan 

khusus. 

3. Mengetahui dan memahami hak konsumen berkebutuhan khusus 

untuk mengajukan gugatan terhadap layanan transportasi umum yang 
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tidak menyediakan tempat atau sarana khusus bagi konsumen 

berkebutuhan khusus 

 

1.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang 

bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat 

mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodelogi merupakan cara kerja 

bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode 

tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.10   

1.4.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian 

yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma 

dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan 

dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti 

Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep 

teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini.11 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode 

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) yaitu menelaah 

semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Dalam penelitian skripsi ini pendekatan perundang-

undangan (statue approach) digunakan sebagai pisau analisis dan 

menjawab rumusan masalah tentang tanggung jawab penyedia 

layanan transportasi umum terhadap kebutuhan konsumen 

berkebutuhan khusus. 

                                                           
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 27 
11 Ibid., hlm. 29 
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang dilakukan 

dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu hukum.12 Dalam penelitian skripsi ini 

pendekatan konseptual (Conceptual approach) digunakan sebagai 

pisau analisis dan menjawab rumusan masalah tentang pengaturan 

terkait dengan perlindungan konsumen transportasi umum bagi 

konsumen berkebutuhan khusus dan hak untuk mengajukan gugatan 

terhadap layanan transportasi umum yang tidak menyediakan tempat 

atau sarana khusus bagi konsumen berkebutuhan khusus. 

1.4.3 Bahan Hukum 

 Bahan  hukum  merupakan sarana dari satu penelitian yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum yang 

dipergunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah: 

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 

 Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan, dan putusan-putusan hakim.13 

 Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian 

ini perundang-undangan yang dimaksud: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3821); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 

                                                           
12Ibid., hlm 95 
13Ibid., hlm 141 
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025); 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention  On The Rights Of Persons With Disabilities 

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5251); 

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5871); 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang 

Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3610); 

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5048); 

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5086); 
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k. Peraturan Pemerintah Repbulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5108); 

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5594); 

m. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1999 tentang 

Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan 

Prasarana Perhubungan; 

n. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 

2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585); 

o. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2015  tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292); 

p. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 285); 

q. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2015 tentang  Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan 

Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322). 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data 

yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. Publikasi ini meliputi 
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literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok 

permasalahan yang dibahas.14 

1.4.3.3 Bahan Non Hukum 

 Penulis selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, dalam proposal penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum 

primer. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber 

bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai pengangkutan dan 

transportasi, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang 

diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan 

penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai 

relevansi dalam topik penelitian.15 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

 Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan 

langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang 

tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. 

Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan 

berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam 

bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi 

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.16 

 Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara 

sistemattis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu 

menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat 

khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya 

ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait. 

 

 

 

                                                           
14Ibid., hlm. 115  
15Ibid., hlm. 164  
16Ibid., hlm. 171  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perlindungan Hukum 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

 Sebagaimana termaktub dalam  Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, 

dimaksudkan bahwasanya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang 

tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini 

dipertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan  dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian 

perlindungan hukum menjadi suatu yang essensial dalam kehidupan bernegara.   

 Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi 

subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum 

untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi 

subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara 

terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi 

khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun 

struktural.17 

 Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau 

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara 

perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut: 

1. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk: 

a. Memberikan hak dan kewajiban; 

b. Menjamin hak-hak para subyek hukum. 

 

 

                                                           
17Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 2  
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2. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui: 

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) 

terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara dengan pengijinan dan 

pengawasan; 

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara 

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman; 

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (currative, 

recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.18 

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses 

hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal 

tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. 

Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi 

kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman 

hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-

aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu 

tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.19 

 Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam 

bertingkah laku dalam hubungannya dalam bermasyarakat. Hukum juga sebagai 

petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan 

petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan 

teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan watak 

mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. 

Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota 

masyarakat.20 

                                                           
18Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

(Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hlm. 31  
19 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2009), hlm. 40 
20 Ibid., hlm. 54 
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Menurut Subekti, “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara 

berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk 

mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” 

atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada 

keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.21 

2.1.3 Pengertian Perlindungan Konsumen 

 A.Z Naution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah 

bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang 

bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, 

sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan masalah 

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen 

di dalam pergaulan hidup.22 Namun ada pula yang berpendapat bahwa  hukum 

perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat 

kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum 

konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan 

pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek 

perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen 

terhadap gangguan pihak lain.23 

 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dikemukakan 

bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.24 Kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan 

terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, 

                                                           
21 Ibid., hlm. 40 
22Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indoenesia edisi Revisi 2006, (Jakarta: 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 11  
23 Ibid., hlm. 12 
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memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu 

merugikan konsumen.25  

2.1.4 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu 

perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang 

sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:26 

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan krepada konsumen dan 
pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. 

3. Asas Keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan 
keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 
materiil ataupun spiritual. 

4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan 
jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan 
dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi 
atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen 
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

Dalam huruf d dari dasar pertimbangan (konsideran) dikeluarkannya 

UUPK, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen 

perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan 

sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka 

perlidungan konsumen bertujuan:27 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

                                                           
25 Happy Susanto,  Hak - Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008),    

hlm. 4 
26 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Edisi Revisi, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 192 
27 Ibid., hlm. 193 
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab 

dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen. 

2.1.5 Hak dan Kewajiban Konsumen 

 Pengertian konsumen secara hukum terdapat pada UUPK BAB I 

Ketentuan Umum Pasal  1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

 Az Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen yakni:28 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa 

untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial); 

c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali (nonkomersial). 

                                                           
28 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), hlm. 25 
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Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:29 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

c. Hak untuk memilih (the right to choose); 

d. Hak untuk didengar (the right to heard). 

Ketentuan mengenai hak konsumen diatur secara regulatif  di dalam Pasal 

4 UUPK sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

b.  Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, 

yakni: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

                                                           
29 Ibid., hlm. 30-31 
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b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

2.1.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Pengertian pelaku usaha secara hukum terdapat pada UUPK BAB I 

Ketentuan Umum Pasal  1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, Pelaku usaha adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian  menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi. 

 Ketentuan mengenai hak pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 UUPK 

yakni: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun kewajban pelaku usaha diatur di dalam Pasal 7 UUPK yakni: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan; 
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c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atua yang diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

2.2 Perjanjian 

2.2.1 Pengertian Perjanjian 

 Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling 

berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian 

adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.30 

 Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah 

“contract”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah 

“perjanjian”.31 Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena 

intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal 

yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya 

sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut 

perikatan (verbintenis). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut 

                                                           
30Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XIII, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 1 
31Munir Fuady,  Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 

179 
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dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang 

formal. 

 Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa perjanjian atau 

verbintenis mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 

dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk  

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

menunaikan prestasi.32 Senada dengan pendapat tersebut Tirtodiningrat 

mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata 

sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum 

yang diperkenankan oleh undang-undang.33 

 Pengertian yuridis dari perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sebagai 

berikut: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 

 Selanjutnya syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 

KUHPerdata sebagai berikut: 

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu pokok persoalan tertentu; 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

2.2.2 Perjanjian Pengangkutan 

 Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang 

atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) 

sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. 

Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:34 

a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat angkut; 

                                                           
32 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 

hlm. 6   
33Tirtodiningrat, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, (Jakarta: Pembangunan, 

1986), hlm. 83   
34  Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan V, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2013), hlm. 42 
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b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan 

c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. 

Pengangkutan yang meliputi ketiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses 

yang disebut pengangkutan dalam arti luas. 

 Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam 

arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari 

stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tempat pemberangkatan ke stasiun/ 

terminal/ pelabuhan/ bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam 

arti luas atau arti sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat 

oleh pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat.35 

 Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada 

perjanjian pengangkutan antara pengangkutan antara pengangkut dan 

penumpang/pemilik barang. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang 

dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan 

penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya 

pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi 

didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan 

mengikat.36 

 Perjanjian Pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam 

arti luas, yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/ membongkar, 

kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain. Pengangkutan dalam arti luas ini 

erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa 

yang menimbulkan kerugian. Artinya, tanggung jawab pengangkut mulai berjalan 

sejak penumpang dan/atau barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai 

penumpang diturunkan dari alat pengangkut atau barang dibongkar dari alat 

pengangkut atau diserahkan kepada penerima.37 

Menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, yang dimaksud dengan 

perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, 
                                                           

35 Ibid., hlm. 43  
36 Ibid., hlm. 41 
37 Loc.Cit.  
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dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang dan atau orang lain dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan 

selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.38 

 Di dalam perjanjian pengangkutan terdapat kesepakatan antara pihak-

pihak yang ingin mengadakan pengangkutan maka perjanjian pengangkutan 

menimbulkan hak dan kewajiban. Dimana para pihak yang dimaksud harus 

dengan sungguh-sungguh melaksanakannya. Para pihak dalam perjanjian 

pengangkutan diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang 

akan dibuatnya. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibatnya 

ditetapkan bagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam 

buku ke tiga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.39 

 Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan 

perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang 

dimana para pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak 

pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos 

angkutannya.40 

2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan 

 Subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak. Subjek hukum 

pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum 

pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses 

perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Subjek hukum 

pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan badan hukum, atau 

perseorangan. Pihak penumpang selalu berstatus perseorangan, sedangkan pihak 

penerima kiriman dapat berstatus perseorangan atau perusahaan. Pihak-pihak 

lainnya yang berkepentingan dengan pengangkutan selalu berstatus perusahaan 

badan hukum atau persekutuan bukan badan hukum.41 

                                                           
38 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid II, (Jakarta: 

Djambatan, 1984), hlm. 1 
39 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), hlm. 70 
40 H.M.N. Purwosutjipto, Op.cit, hlm. 2 
41Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 53 
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 Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah mereka yang secara 

langsung terikat memennuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian 

pengangkutan. Mereka adalah pihak:  

a. Pengangkut, berkewajiban utama menyelenggarakan fungsi pengangkutan 

dan berhak atas biaya pengangkutan. 

b. Pengirim, berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan berhak 

atas pelayanan pengangkutan barangnya. 

c. Penumpang, berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan 

berhak atas pelayanan pengangkutan.  

2.3 Transportasi 

2.3.1 Pengertian Transportasi 

 Kata pengangkutan sering diganti dengan kata “transportasi” pada 

kegiatan sehari-hari. Pengangkutan lebih menekankan kepada aspek yuridis 

sedangkan transportasi lebih menekankan kepada kegiatan perekonomian, akan 

tetapi keduanya memiliki makna yang sama yaitu sebagai kegiatan pemindahan 

dengan menggunakan alat angkut.42 

 Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin yaitu, 

“transportare”, trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti 

mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut 

atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong 

orang atau barang untuk dibawa ke suatu tempat lainnya. Sehingga transportasi 

dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut barang dan/atau 

penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.43 

 Maringan Asry berpendapat bahwa transportasi adalah suatu proses 

pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat – tempat lain 

dengan suatu alat bantu kendaraan darat, kendaraan laut, maupun kendaraan 

                                                           
42 Rustam Kamaluddin, Ekonomi Transportasi; Karakteristik Teori dan Kebijakan 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 14  
43 Loc.Cit. 
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udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak 

menggunakan mesin.44 

 Senada dengan pendapat tersebut Abdulkadir Muhammad secara yuridis 

menyatakan transportasi sebagai pengangkutan yang didefiniskan sebagai  suatu 

proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut yang diatur 

undang-undang sesuai dengan angkutan dan kemajuan teknologi.45 

2.3.2 Moda Transportasi 

 Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan 

atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Prosesnya dapat menggunakan sarana 

angkutan atau dapat juga disebut alat transportasi berupa kendaraan. Dalam 

masyarakat sarana angkutan atau transportasi yang sering digunakan dan bersifat 

massal adalah angkutan umum. Angkutan umum penumpang adalah angkutan 

penumpang yang menggunakan kendaraan umum  yang dilakukan dengan sistem 

sewa atau bayar. 

 Jenis sarana atau moda transportasi umum yang ada dapat digolongkan 

sebagai berikut:46 

1. Udara, dengan sarana pesawat dan prasarana bandara; 

2. Air, dengan sarana kapal dan prasarana dermaga atau pelabuhan; 

3. Darat melalui jalan raya untuk sarana bus, minibus dll dengan prasarana 

terminal dan melalui jalan rel dengan sarana kerta api dan prasarana 

stasiun. 

Secara yuridis istilah sarana atau moda transportasi disebut sebagai alat 

pengangkut. Dalam ranah hukum terdapat hubungan antara pengangkut dan alat 

angkut. Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan 

pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat 

pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut diatas rel 

                                                           
44 Maringan Masry Simbolon, Ekonomi Transportasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 

hlm. 1 
45 Abdulkadir Muhammad,  Arti Penting dan Strategi Multimoda Pengangkutan Niaga di 

Indonesia, Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 1 
46 Ahmad Munawar, Dasar – Dasar Teknik Transportasi, (Jogjakarta: Beta Offset, 2005), 

hlm. 2 
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disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di jalan disebut 

kendaraan bermotor umum yang dijalankan oleh sopir. Alat pengangkut di 

perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Alat pengangkut di udara 

disebut pesawat udara yang dijalankan pilot.47 

 Dalam dunia transportasi udara di Indonesia alat transportasi yang 

digunakan adalah pesawat udara. Pengertian terkait pesawat udara secara yuridis 

diatur dalam UU Penerbangan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa, Pesawat 

udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya 

angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan 

bumi yang digunakan untuk penerbangan. Sedangkan pesawat terbang diatur 

dalam Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa Pesawat Terbang adalah pesawat 

udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga 

sendiri. 

 Dalam dunia transportasi air di Indonesia alat transportasi yang digunakan 

sebagai sarana adalah kapal. Pengertian terkait kapal diatur didalam ketentuan UU 

Pelayaran Pasal 1 angka 36 yang menyatakan bahwa, Kapal adalah kendaraan air 

dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga 

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya 

dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan 

bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

 Dalam dunia transportasi darat di Indonesia alat transportasi yang 

digunakan dapat berupa kendaraan bermotor seperti bus dan kereta api, dimana 

keduanya diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. 

Untuk alat transportasi darat berupa kendaraan bermotor seperti bus diatur di 

dalam UU LLAJ Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa, Kendaraan bermotor 

adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin 

selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan Pasal 1 angka 10 

menyatakab bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang 

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

                                                           
47 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., 2013, hlm. 93 
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 Pengertian kereta api diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU Perkeretaapian 

yang menyatakan bahwa, Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga 

gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian 

lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan 

perjalanan kereta api. 

2.4 Penumpang 

2.4.1 Pengertian Penumpang 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) menggunakan 

kata “penumpang”. Penumpang (passenger) adalah semua orang yang ada di 

kapal, kecuali nahkoda (Pasal 341 KUHD).48 Dilihat dari pihak dalam perjanjian 

pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk 

membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini ia berhak untuk memperoleh 

jasa pengangkutan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai 

dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan 

sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam 

perjanjian pengangkutan penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum 

atau mampu membuat perjanjian.49 

 Undang-Undang Pengangkutan Indonesia menggunakan istilah orang 

untuk pengangkutan penumpang. Akan tetapi, rumusan mengenai orang secara 

umum tidak diatur. Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia menentukan bahwa 

pengguna jasa adalah setiap “orang” atau badan hukum yang menggunakan jasa 

pengangkutan kereta api, baik untuk pengangkutan orang maupun barang (Pasal 1 

angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Demikian juga Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pengguna jasa adalah 

“perseorangan” atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan 

pengangkutan umum (Pasal 1angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).50  

 Berbeda dengan Undang-Undang Pengangkutan Darat seperti UU 

Perkeretaapian dan UU LLAJ, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak 
                                                           

48 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., 2013, hlm. 64 
49 Ibid., hlm. 65 
50 Loc. Cit. 
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memberikan pengaturan terkait pengertian penumpang. Namun pengertian 

penumpang dalam moda transportasi udara dan perairan dapat ditemukan dalam 

peraturan menteri perhubungan terkait. Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang 

Angkutan Udara Dalam Negeri pada Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian: 

“Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara 

dan namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen 
identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (boarding 
pass).” 

Sedangkan dalam moda transportasi perairan diatur di dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan pada Pasal 1 angka 7 

memberikan pengertian: 

"Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang 
menggunakan jasa penyeberangan.” 

 Berdasarkan uraian tentang pasal-pasal di atas dapat ditemukan kesamaan 

dan ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penumpang dalam kegiatan 

transportasi adalah orang perorangan. 

2.4.2 Pengertian Konsumen berkebutuhan khusus 

Pengertian konsumen berkebutuhan khusus tidak diatur secara jelas di 

dalam Undang-Undang Pengangkutan Indonesia. Unndang-Undang 

Perkeretaapian, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Penerbangan dan 

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak satupun yang memberikan 

definisi terkait konsumen berkebutuhan khusus. Salah satu peraturan yang 

memberikan definisi adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan 

Udara Dalam Negeri pada Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa: 

“Penumpang dengan kebutuhan khusus (difable) adalah penumpang 
karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus penumpang yang 
memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang 
disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.”
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terkait konsumen berkebutuhan khusus sebagai 

bagian tidak terpisahkan dari konsumen menjadi hal yang urgent untuk 

diwujudkan. Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi konsumen berkebutuhan khusus dibuktikan dengan 

dilakukannya perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum 

preventif yanng dilakukan tidak hanya mencakup lini nasional namun juga 

internasional. Upaya yang telah dilakukan ialah turut Konvensi PBB 

tentang Hak-Hak Penyandang Cacat. Pada tingkatan nasional perlindungan 

hukum yang diberikan yakni membentuk regulasi yang mengatur fasilitas 

khusus sebagai kewajiban yang patut dipenuhi penyedia jasa layanan 

transportasi dan juga melibatkan peran serta masyarakat sebagai partner 

aktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu pemerintah juga 

membentuk UUPK sebagai payung hukum bagi perlindungan konsumen di 

Indonesia. 

2. Guna melindungi Konsumen berkebutuhan khusus dari tindakan 

sewenang-wenang penyedia jasa layanan transportasi Pemerintah telah 

membentuk regulasi yang didalamnya mengatur terkait perlindungan 

hukum represif.  Perlindungan hukum represif yang dilakukan ialah 

dengan mencantumkan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun 

pidana yang ditujukan bagi penyedia jasa layanan transportasi yang tidak 

menyediakan fasilitas khusus bagi Konsumen berkebutuhan khusus. Selain 

itu pemerintah juga mengatur tentang adanya upaya ganti kerugian  

sebagai suatu tanggung jawab pelaku usaha yang akibat kesalahannya 

timbul suatu kerugian bagi konsumen berkebutuhan khusus. Ganti 

kerugian yang dimaksud mencakup baik kerugian materiil maupun 

kerugian imateriil yang dialami oleh konsumen. 

3. Berbagai upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh Konsumen 

berkebutuhan khusus guna mengurangi kerugian akibat penyedia jasa 
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layanan trasnportasi yang tidak menyediakan fasilitas khusus sehingga 

merugikan dirinya. Terdapat 2 (dua) upaya penyelesaian sengketa yang 

dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang timbul yakni melalui 

jalur pengadilan (litigasi) ataupun luar pengadilan (non-litigasi). Jalur non-

litigasi dapat ditempuh melalui jalur damai maupun melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan jalur litigasi dapat 

ditempuh dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan. 

4.2 Saran 

 Sebagai wujud kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak terkait, 

direkomendasikan sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus melakukan penyempurnaan pada UU Transportasi di 

Indonesia, terutama dengan memasukkan unsur-unsur perlindungan 

hukum yang belum tercakup di dalam UU Trasnportasi yang ada, seperti 

sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas khusus pada 

UU Penerbangan dan UU Perkeretaapian. 

2. Pemerintah dan Pelaku Usaha harus lebih bersinergi dalam hal 

pengimplementasian kebijakan terkait penyediaan fasilitas khusus pada 

setiap moda transportasi yang ada sehingga  dapat muncul inovasi-inovasi 

baru terkait fasilitas kebutuhan khusus yang diapat menjamin kenyamanan 

bagi penggunanya 

3. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah 

dan penyedia jasa layanan transportasi sehingga tercipta sarana 

transportasi yang accessable bagi Konsumen berkebutuhan khusus. 
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Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention  On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan 

Udara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5086); 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5048); 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 

Peraturan Pemerintah Repbulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan 

Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas 

Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana 

Perhubungan; 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1585); 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015  tentang 

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292); 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang 

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 285); 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang  

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322). 

 

C. INTERNET 

http://beritatrans.com/2014/07/16/asdp-merak-sediakan-jalur-khusus-penyandang-cacat/ 

http://hubla.dephub.go.id/publikasi/Statistik/LAKIP%202013.pdf 

http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,0 

http://industri.bisnis.com/read/20130315/98/3724/layanan-difable-garuda-siapkan-layanan-

kursi-roda-di-bandara 

https://kereta-api.co.id/index.php?#informasi 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1417 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1420 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1425 

http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=381 

http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=16630 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee174af16560/membedakan-perlakuan-

lion-air-dihukum  
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http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/12/15-Halte-Koridor-XI-Punya-Fasilitas-

Penyandang-Cacat#.VvOOheJ97IU 

http://www.utiket.com/id/weblog/414/gerbong_khusus_penumpang_difabel.html 
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MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA

NOMOR PM98 TAHUN2013

STANDARPELAYANANMINIMALANGKUTANORANG

DENGANKENDARAANBERMOTORUMUM DALAMTRAYEK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Standar PelayananMinimal Angkutan
Orang DenganKendaraanBermotor Umum Dalam Trayek;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3527);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5317);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 125);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara,sebagaimanatelah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 126);
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6. Keputusan Menteri PerhubunganNomor KM. 35 Tahun
2003 tentang PenyelenggaraanAngkutan Orang di
Jalan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1113);

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGANKENDARAANBERMOTORUMUMDALAMTRAYEK.

1. Standar PelayananMinimal Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah
persyaratan penyelenggaraanangkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai
jenis dan mutu pelayananyang berhak diperoleh setiap
penggunajasa angkutan.

2. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari
satu kota ke kota lain yangmelewatilintas batas negara
dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat
dalam trayek.

3. Angkutan Antarkota Antarprovinsi adalah angkutan
dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah
kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah
provinsi dengan menggunakanmobil bus umum yang
terikat dalam trayek.

4. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan
dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah
kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam
trayek.

5. Angkutan Perkotaanadalah angkutan dari satu tempat
ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan
menggunakanmobil bus umum atau mobil penumpang
umum yangterikat dalamtrayek.

6. Angkutan Perdesaanadalah angkutan dari satu tempat
ke tempat lain dalam satu daerahkabupatenyang tidak
bersinggungandengantrayek angkutan perkotaan.

7. Direktur Jenderal
PerhubunganDarat.
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(1) Perusahaan angkutan umum yang menye1enggarakan
angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar
PelayananMinimal Angkutan Orang DenganKendaraan
BermotorUmum DalamTrayek.

(2) Standar Pe1ayananMinimal sebagaimana dimaksud
padaayat (1) meliputi:
a. keamanan;
b. kese1amatan;
c. kenyamanan;
d. keterjangkauan
e. kesetaraan;dan
f. keteraturan.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud
padaayat (1)dibedakanberdasarkanjenis pe1ayanan:
a. angkutan lintas batasnegara;
b. angkutan antarkota antarprovinsi;
c. angkutan antarkota dalam provinsi;
d. angkutan perkotaan;dan
e. angkutan perdesaan.

Rincian StandarPe1ayananMinimal Angkutan OrangDengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
lnl.

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Orang DenganKendaraanBermotor
Umum Dalam Trayek sebagaimanadimaksud dalam
Pasal3 dilakukan pemeriksaanfisik oleh:
a. Direktur Jenderal,untuk:

1. trayek lintas batas negara sesual dengan
perjanjian antarnegara;

2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui
wilayah 1 (satu)provinsi;

3. trayek angkutan perkotaan yang me1ampaui
wilayah 1 (satu)provinsi; dan

4. trayek perdesaanyang melewati wilayah 1 (satu)
prOVlnSl.

b. gubernur, untuk:
1. trayek antarkotayangmelampauiwilayah 1 (satu)

kabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi;
2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui

wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu
provinsi; dan

3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1
(satu)kabupatendalam satu provinsi.
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c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk
trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah
ProvinsiDaerahKhusus Ibukota Jakarta.

d. bupati, untuk:
1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu)

wilayah kabupaten; dan
2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu)

wilayah kabupaten.
e. walikota, untuk trayek perkotaanyang beradadalam

1(satu)wilayah kota.

( 1) Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
umum te1ah memenuhi Standar Pe1ayananMinimal
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Dalam Trayek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3,
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota
memberikan stiker Standar Pe1ayananMinimal.

Stiker sebagaimanadimaksud pada
pada pintu samping depan sebelah
yang ditunjuk Direktur Jenderal,
bupati/walikota.

ayat (1) ditempe1
kiri oleh petugas
gubernur, atau

(3) Stiker sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berlaku
se1ama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal
penempe1an.

(4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti
contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

(1) Stiker sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 sebagai
bukti kendaraan bermotor umum telah memenuhi
Standar Pe1ayananMinimal Angkutan Orang dengan
KendaraanBermotorUmum DalamTrayek.

(2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaipersyaratan
mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek.

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan
evaluasi dan monitoring secaraberkala setiap 6 (enam)
bulan.
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Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau
bupati/walikota dengan membentuk tim yang
anggotanyaterdiri atasunsur:
a. teknis;
b. hukum; dan
c. asosiasiangkutanumum.

(1) Perusahaanangkutanumum yangmelanggarketentuan
Standar PelayananMinimal Angkutan Orang dengan
KendaraanBermotorUmum DalamTrayeksebagaimana
dimaksuddalamPasal3 dikenai sanksiadministratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat
(1)berupa:
a. peringatantertulis;
b. pembekuanizin; dan/atau
c. pencabutanizin.

(3) Sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat
(2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau
bupati/walikota sesuaidengankewenangannya.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimanadimaksud dalam Pasal8 ayat (2) huruf a
dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk
jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari
kalender.

Dalam hal pemegang lZln tidak
kewajibannya setelah berakhirnya
peringatan tertulis ke 3 (tiga),
administratif berupapembekuanizin.

melaksanakan
jangka waktu
dikenai sanksi

(3) Pembekuanizin sebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender.

(4) Izin dicabut apabilapemegangizin tidak melaksanakan
kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin
sebagaimanadimaksudpadaayat (3)berakhir.

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan
angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikanStandar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimanadiatur dalam
Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak
PeraturanMenteriini mulai berlaku.
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Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Inl dengan
penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember2013

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIKINDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERIHUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,

Salinan sesuai de
Kepala Bi

DR. UM R ARIS. SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001
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LAM PI RAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 98 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/ Ukuran/ Jumlah
Jenis Pelayanan

Keterangan
Eks SE

1. KEAMANAN
a. Tiket penumpang. Merupakan bukti Tanda bukti Ketersediaan. Paling sedikit memuat identitas -..J -..J

pembayaran pembayaran dan penumpang, besaran tarif, nomor
penumpang. informasi pelayanan. kursi, asal tujuan, dan tanggal

keberangkatan.

b. Tanda pengenal Merupakan bukti Untuk Ketersediaan. Memuat nomor bagasi yang " "bagasi. barang yang mengidentifikasi ditempelkan pada tiket dan pada
dimasukkan di ruang barang di bagasi barang bagasi.
bagasi. supaya tidak tertukar.

c. Alat pemberi Merupakan perangkat Untuk memberikan 1. Ketersediaan. 1. Harus tersedia. " "informasi. elektronik yang berisi informasi dan
informasi dan komunikasi terjadinya 2. Bentuk. 2. Lampu isyarat, alat pelacakan,
komunikasi dengan bahaya di dalam dan/atau alat penunjuk posisi
menggunakan isyarat, kendaraan. geografis (Global Positioning
gelombang radio, System).
dan/atau gelombang
satelit.
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d. Oaftar Penumpang
(Manifes).

e. Tanda pengenal
awakkendaraan.

f. Informasi gangguan
keamanan.

g. Informasi trayek dan
identitas kendaraan

Merupakan
yang berisi
dan
penumpang.

daftar
identitas

jumlah

1. Papan informasi
mengenai nama
pengemudi yang
ditempatkan di
ruang pengemudi.

2. Seragam awak
kendaraan.

Merupakan
berisi nomor
dan/atau
pengaduan.

stiker,
telepon

SMS

1. Informasi trayek
yang dilayani dan
dilengkapi logo
perhubungan.

2. Identitas
kendaraanmeliputi
jenis pelayanan,
kelas pelayanan,
dan nama
perusahaan
angkutan umum.

Untuk mengetahui
identitas dan jumlah
penumpang.

Sebagai identitas Ketersediaan.
pengemudi agar
diketahui penumpang.

Oipergunakan oleh
penumpang apabila
teIjadi gangguan
keamanan pada saat
pelayanan termasuk
pada saat pengemudi
ugal-ugalan.

Sebagai identitas
kendaraan untuk
diketahui penumpang
maupun pengguna
jalan lainnya.

Untuk memudahkan
penumpang
mengidentifikasi
kendaraan yang akan
ditumpangi.

Paling sedikit memuat
penumpang, alamat,
peIjalanan dan asal
peIjalanan

nama
tanggal
tujuan

Ukuran proporsional serta tidak
mengganggupandangan.
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2. KESELAMATAN

a. Pengemudi Pengemudi dalam Sebagai bukti Sehat. Surat keterangan berbadan sehat ..J ..J

1) Kondisi fisiko keadaan sehat fisik pengemudi dalam dari dokter setiap 6 (enam) bulan
dan mental. kondisi sehat. sekali.

2) Kompetensi. Pengemudi memiliki Sebagai bukti Telah mengikuti Mengikuti pelatihan/ penyegaran " "pengetahuan pengemudi mengerti pelatihan. paling sedikit 1 (satu) kali dalam
mengenali rute etika berlalu lintas. setahun.
pelayanan, tanggap
darurat, dan
pelayanan.

b. Lampu senter. Alat bantu Sebagai alat bantu Ketersediaan. Paling sedikit 2 (dua)unit. " "penerangan. penerangan pada saat
darurat.

c. Alat Berupa martil yang Memecahkan kaca Ketersediaan. Paling sedikit 1 (satu)pada setiap 2 " " Kaca jendela
pemukul/ pemecah diletakkan di jendela kendaraan pada saat (dua)jendela. difungsikan sebagai
kaca (martil). atau tempat yang keadaandarurat. pintu darurat.

mudah dijangkau oleh
penumpang pada saat
keadaandarurat.

d. Alat pemadam api Tabung pemadam api Memadamkan api Ketersediaan. Paling sedikit 1 (satu) tabung atau " " Ukuran disesuaikan
ringan (APAR). yang wajib diletakkan dengan cepat ketika sesuai dengan kebutuhan dan jenis dengan jenis

di dalam kendaraan. terjadi kebakaran. kendaraan. kendaraan.

e. Fasilitas Kesehatan Berupa Perlengkapan Digunakan untuk Ketersediaan Paling sedikit 1 (satu) kotak " "Pertolongan Pertama penanganan darurat Perlengkapan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan kecelakaan. PadaKecelakaan(P3K)berisi:
(P3K). 1. kassa steril;

2. plester perekat;
3. antiseptik; dan
4. gunting tajam.
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f. Buku Panduan
Penumpang.

h. Fasilitas
penyimpanandan
pemeliharaan
kendaraan(pooij.

i. Pengecekan
terhadap kendaraan
yang akan
dioperasikan.

1. Buku panduan
penumpang
tentang cara
penggunaan
fasilitas tanggap
darurat pada saat
teIjadi kecelakaan.

2. Buku panduan
do'a pada saat
perjalanan.

Berupa jendela yang
memungkinkan
dilepas pada saat
terjadi kecelakaan.

Tempat penyimpanan,
pemeliharaan, dan
perbaikan kendaraan.

Prosedur pengecekan
kelaikan kendaraan
sebelum beroperasi.

Memastikan Ketersediaan.
kendaraan terpelihara
dan terawat dan
sebagai tempat parkir
saat kendaraan tidak
beroperasi serta
tempat tes kendaraan
sebelumberoperasi.

Untuk memastikan
bahwa kendaraan
dalam kondisi siap
guna operasi(SGO).

Memudahkan
penumpang untuk
menyelamatkan diri
dan orang lain pada
saat teIjadi
kecelakaan.

Memudahkan
penumpang
berdoa sesuai
agama
kepercayaan
masing.

untuk
dengan

dan
masing-

Sebagai pintu keluar
darurat pada saat
teIjadi kecelakaan
atau kebakaran.

l. Ketersediaan. l. Harus tersedia. -.J -.J

2. Bentuk dan letak. 2. Tidak mudah sobek,rusak, dan -.J ..J

pudar serta diletakkan di dalam
kendaraan.

l. Ketersediaan. l. Harus tersedia pada setiap -.J -.J

tempat duduk.
2. Bentuk dan letak.

2. Tidak mudah sobek,rusak, dan ..J ..J

pudar serta diletakkan di dalam
kendaraan.

Ketersediaan. Tersediadi setiapkendaraan. "
-.J

Harus tersedia dan mampu
menampung semua bus yang
dimiliki perusahaan angkutan
umum.

Harus tersedia
kendaraan.

Pengecekan
dilakukan oleh
petugas yang
memiliki kompetensi
untuk menjamin
kendaraan laik
operasi (Peraturan
Pemerintah Nomor
55 Tahun 2012
tentang Kendaraan).
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j. Asuransi Kecelakaan
Lalu Lintas.

kewajiban
angkutan

dalam

Merupakan
perusahaan
umum
melaksanakan
pelayananangkutan.

Jumlah penumpang
sesuaikapasitas
angkut.

Untuk menjamin
penggantian biaya
yang diakibatkan
karena adanya
kecelakaanlalu lintas
padasaatpelayanan.

Untuk menghindari
situasi berdesakan
sehingga terdapat
ruang gerak yang
nyaman bagi
penumpang pada saat
berdiri maupun
duduk.

Tempat duduk untuk
penumpang sesuai
jenis pelayanan yang
diberikan dengantetap
mengutamakan aspek
keselamatan.

Mengikuti program
asuransi
kece1akaan lalu
lintas.

Jumlah penumpang
per kendaraan.

Susunan tempat
duduk.

Bukti pembayaran program
asuransi kecelakaan lalu lintas
padasetiapkendaraanbagi:
1. penumpang;
2. pengemudi;dan
3. pihak ketiga.

Palingtinggi 100%sesuaikapasitas
angkut.

1. Untuk bus besardan bus maxi:
a. konfigurasi seat 2-3;
b. konfigurasi seat 2-2
c. konfigurasi seat 2-1

2. Untuk bus kecil dan bus
sedang.

2. Bahan dasar Terbuat dari busa dan berfungsi
tempatduduk denganbaik.

3. Lebar
duduk.

tempat 1. paling sedikit 400 mm
2. paling sedikit 480 mm
3. paling sedikit 650 mm
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4. Jarak antar Diukur dan sisi depan sandaran
tempat duduk. tempat duduk kesisi belakang

sandaran tempat duduk
didepannya:
1. paling sedikit 650 mm
2. paling sedikit 850 mm "3. paling sedikit 1200mm "

5. Lebar lorong 1. paling sedikit 350 mm
(gangway) 2. paling sedikit 400 mm "3. paling sedikit 400 mm "

2. Nomor tempat Urutan tempat duduk 1. Ketersediaan; 1. Harus tersedia. "
-.J

duduk. untuk memandu 2. Bentuk.
penumpang duduk 2. Nomorkursi. " "sesuai dengan nomor
yang tertera di tiket
dan menciptakan
ketertiban di dalam
kendaraan untuk
menghindari
penumpang saling
berebut tempat duduk.

3. Fasilitas sirkulasi Berupa jendela Jumlah berfungsi. Semuaberfungsi denganbaik. " "udara. maupun kap di bagian
atas kendaraan yang
dapat dibuka/ditutup
untuk menjaga suhu
di ruangan tidak
terlalu menyengat
terutama pada saat
cuaca panas.

4. Rak bagasi. Tempat untuk Ketersediaan. Harus tersedia. " "menempatkan barang
bawaan di dalam
kendaraan dengan
aman dan tidak
mengganggu
penumpang.
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c. Fasilitas Tambahan 1. Bagasi bawah. Ruang khusus di Ketersediaan. Harus tersedia. " "bawah ruang
penumpang untuk
menyimpan barang
dengan ukuran besar
dan prioritas untuk
penyimpanan kursi
roda.

2. Fasilitas Berupa tempat Ketersediaan. Harus tersedia paling sedikit 2 " "kebersihan. sampah dan/atau (dua) buah tempat sampah
kantung kertas atau diletakkan di bagian depan dan
plastik. belakang kendaraan atau 1 (satu)

buah kantung kertas atau plastik
diletakkan pada setiap tempat
duduk.

3. Kaca film. Untuk mengurangi Persentasekegelapan Paling gelap 40%. ...J ...J

cahaya matahari
secaralangsung.

4. Sarana visual audio Sebagai sarana Ketersediaan. Harus tersedia paling sedikit 1 ...J ...J

ditempatkan di hiburan untuk (satu).
ruang penumpang. penumpang.

Berupa kain penutup Ketersediaan.
kaca samping untuk
melindungi
penumpang dari sinar
matahari.

6. Pengatur
ruangan.

suhu Fasilitas pengatur 1. Ketersediaan.
suhu di dalam
kendaraan
menggunakan AC (air 2. Suhu.
conditionery.

1. Harus tersedia dan berfungsi
dengan baik.

2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22
°C.
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7. Reclining Seat (RS). Merupakan tempat 3. Ketersediaan. 3. Harus tersedia. " "duduk yang dapat
diatur.

4. KETERJANGKAUAN

a. Aksesibilitas. Memberikan Untuk memberikan Singgahdi terminal Mematuhi ketentuan. " "pelayanan sesuai kepastian pelayanan sesuai dengan kartu
dengan rute yang telah kepada penumpang pengawasan.
ditentukan. sampai dengan tujuan.

b. Tarif. Biaya yang dikenakan Untuk menjamin 1. Tarif kompetitif. 1. Besaran tarif ditetapkan oleh " "pada pengguna jasa kelangsungan hidup perusahaan angkutan umum.
untuk satu kali perusahaan angkutan 2. Informasi
perjalanan. umum dengan tetap besaran tarif. 2. Memberikan informasi besaran

memperhatikan daya tarif.
beli masvarakat.

5. KESETARAAN

a. Pelayananprioritas 1. Pemberian prioritas Diberikan bagi Kemudahan. Terlayani. " "untuk membeli penumpang
tiket dan memilih

penyandang cacat,
tempat duduk.

manusia usia lanjut,

2. Pemberian prioritas anak-anak, maupun

naik/turun wanita hamil.
kendaraan.

b. Ruang penyimpanan Ruang khusus di Untuk memberikan Ketersediaan. Harus tersedia.
kursi roda. bagasi untuk kemudahahan bagi " "penyimpanan kursi penumpang pengguna

roda. kursi roda.
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6. KETERATURAN

a. Informasi pelayanan. Informasi yang Agar calon 1. Bentuk. 1. Berupa papan informasi.
...J ...J

disampaikan di loket penumpang dapat
kepada calon mengatur rencana

2. Tempat. 2. Penempatan mudah terbaca
penumpang, paling

perjalanan sesuai 3. Kondisi. dan cepat sertajelas terlihat.
sedikit memuat :
1. jadwal kedatangan dengan 3. Kondisi baik dan/atau

dan kemampuannya. berfungsi.
keberangkatan;

2. tarif;
3. nama terminal

yang dilayani; dan
4. trayek yang

dilayani.

b. Informasi gangguan Informasi kepada Memberikan informasi Terinformasikan. Penumpang mengetahui terjadi -.J -.J

perjalanan bus. petugas terminal dan kedatangan dan gangguanperjalanan.
calon penumpang keberangkatan
apabila terjadi kendaraan serta
gangguan perjalanan penyebabgangguan.
bus.

c. Kinerja operasional. Agar kendaraan Umur kendaraan. Paling tinggi umur kendaraan 25 -.J

"beroperasi dengan (dua puluh lima) tahun atau
efisien dan ekonomis. ditetapkan pemberi izin sesuai

dengan kondisi daerah.

Keteranqan
Eks : Eksekutif
SE : Super Eksekutif
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II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)

No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukuran/Jumlah
Jenis Pelayanan

Keterangan
Ek Eks SE

1. KEAMANAN
a. Tiket penumpang. Merupakan bukti Tanda bukti Ketersediaan. Paling sedikit memuat identitas '" '" '"

pembayaran pembayaran dan penumpang, besaran tarif, nomor
penumpang. informasi pelayanan. kursi, asal tujuan, dan tanggal

keberangkatan.

b. Tanda pengenal Merupakan bukti Untuk mengidentifikasi Ketersediaan. Memuat nomor bagasi yang " "
-.J

bagasi. barang yang barang di bagasi supaya ditempelkan pada tiket dan pada
dimasukkan di ruang tidak tertukar. barang bagasi.
bagasi.

c. Lampu tanda Merupakan lampu Sebagai peringatan Ketersediaan. Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) -.J ..j ..j

bahaya. tanda bahaya yang adanya bahaya di dalam lampu dan dilengkapi 2 (dua) tombol
digunakan sebagai kendaraan. yang ditempatkan di ruang pengemudi
informasi dan dan ruang penumpang.
diletakkan di atas
kendaraan.

d. Oaftar penumpang Merupakan daftar Untuk mengetahui Ketersediaan. Paling sedikit memuat nama -.J -.J ..j

(Manifes). yang berisi identitas identitas dan jumlah penumpang, alamat, tanggal
dan jumlah penumpang. perjalanan dan asal tujuan perjalanan.
penumpang.
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e. Tanda pengenal l. Papan informasi Sebagai identitas Ketersediaan. Harus tersedia. " " "awak kendaraan. mengenai nama pengemudi agar
pengemudi yang diketahui penumpang.
ditempatkan di
ruang pengemudi.

2. Seragam awak
kendaraan.

f. Informasi gangguan Merupakan stiker, Dipergunakan oleh Ketersediaan. Harus tersedia. " " "keamanan. berisi nomor telepon penumpang apabila
dan/atau SMS terjadi gangguan
pengaduan. keamanan pada saat

pelayanan termasuk
pada saat pengemudi
ugal-ugalan.

g. Informasi trayek dan l. Informasi trayek Sebagai identitas Bentuk. Ukuran proporsional serta tidak " " "identitas kendaraan yang dilayani dan kendaraan untuk mengganggupandangan.
dilengkapi logo diketahui penumpang
perhubungan. maupun pengguna

jalan lainnya.

2. Identitas Untuk memudahkan Ketersediaan. Harus tersedia. " " "kendaraan penumpang
meliputi jenis mengidentifikasi
pelayanan, kelas kendaraan yang akan
pelayanan, dan ditumpangi.
nama perusahaan
angkutan umum.
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2. KESELAMATAN

a. Pengemudi
Pengemudi dalam Sebagai bukti Sehat. Surat keterangan berbadan sehat dari

-.J -.J -.J
1) Kondisi fisiko

keadaan sehat fisik pengemudi dalam dokter setiap 6 (enam)bulan sekali.
dan mental. kondisi sehat.

2) Kompetensi. Pengemudi memiliki Sebagai bukti Telah mengikuti Mengikuti pelatihanj penyegaran -.J -.J -.J

pengetahuan pengemudi mengerti pelatihan. paling sedikit 1 (satu) kali dalam
mengenali rute etika berlalu lintas. setahun.
pelayanan, tanggap
darurat, dan
pelayanan.

b. Lampu senter. Alat bantu Sebagai alat bantu Ketersediaan. Paling sedikit 2 (dua)unit. -.J " "penerangan. penerangan pada saat
darurat.

c. Alat pemukulj Berupa martil yang Memecahkan kaca Ketersediaan. Paling sedikit 1 (satu)pada setiap 2 -.J -.J -.J Kaca jendela
pemecahkaca diletakkan di jendela kendaraan pada saat (dua)jendela. difungsikan
(martil). atau tempat yang keadaan darurat. sebagai pintu

mudah dijangkau oleh darurat.
penumpang pada saat
keadaan darurat.

d. Alat pemadam api Tabung pemadam api Memadamkan api Ketersediaan. Paling sedikit 1 (satu) tabung atau -.J -.J -.J Ukuran
ringan (APAR). yang wajib diletakkan dengan cepat ketika sesuai dengan kebutuhan dan jenis disesuaikan

di dalam kendaraan. terjadi kebakaran. kendaraan. dengan jenis
kendaraan.

e. Fasilitas Kesehatan Berupa Perlengkapan Digunakan untuk Ketersediaan. Paling sedikit 1 (satu) kotak -.J -.J "Pertolongan Pertama penanganan darurat Perlengkapan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan kecelakaan. PadaKecelakaan(P3K)berisi:
(P3K). 1. kassa steril;

2. plester perekat;
3. anti septik; dan
4. gunting tajam.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


f. Buku Panduan l. Buku panduan Memudahkan 1. Ketersediaan. 1. Harus tersedia. -::r -.J -.J

Penumpang. penumpang penumpang untuk
tentang cara menyelamatkandiri dan 2. Bentuk dan letak. 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan
penggunaan orang lain pada saat pudar serta diletakkan di dalam
fasilitas tanggap teIjadi kecelakaan. kendaraan.
darurat pada saat
teIjadi kecelakaan.

2. Buku panduan Memudahkan 1. Ketersediaan; 1. Harus tersedia pada setiap tempat -::r -.J -.J

do'a pada saat penumpang untuk duduk.
peIjalanan. berdoa sesuai dengan

agamadan kepercayaan 2. Bentuk dan letak 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan
masing-masing. pudar serta diletakkan di dalam

kendaraan.

g. Pintu darurat. Berupa jendela yang Sebagai pintu keluar Ketersediaan. Tersediadi setiapkendaraan. -.J -.J -.J

memungkinkan darurat pada saat
dilepas pada saat teIjadi kecelakaan atau
teIjadi kecelakaan. kebakaran.

h. Fasilitas Tempat penyimpanan, Memastikan kendaraan Ketersediaan. Harus tersedia dan mampu -.J -.J -.J

penyimpanandan pemeliharaan, dan terpelihara dan terawat menampung semua bus yang dimiliki
pemeliharaan perbaikan kendaraan. dan sebagai tempat perusahaanangkutan umum.
kendaraan (poo~. parkir saat kendaraan

tidak beroperasi serta
tempat tes kendaraan
sebelumberoperasi.
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i. Pengecekan
terhadap kendaraan
yang akan
dioperasikan.

j. Asuransi Kecelakaan
Lalu Lintas.

Prosedur pengecekan
kelaikan kendaraan
sebelumberoperasi.

Merupakan
perusahaan
umum
melaksanakan
pelayananangkutan.

kewajiban
angkutan

dalam

Jumlah
sesuai
angkut.

penumpang
kapasitas

Untuk memastikan
bahwa kendaraan
dalam kondisi siap
guna operasi(SGO).

Untuk menjamin
penggantianbiaya yang
diakibatkan karena
adanya kecelakaanlalu
lintas pada saat
pelayanan.

Untuk menghindari
situasi berdesakan
sehinggaterdapat ruang
gerakyang nyaman bagi
penumpang pada saat
berdiri maupun duduk.

Tempat duduk untuk
penumpang sesuaijenis
pelayanan yang
diberikan dengan tetap
mengutamakan aspek
keselamatan.

Mengikuti program
asuransi kecelakaan
lalu lintas.

Jumlah penumpang
terangkut.

1. Susunan tempat 1.
duduk.

Harus tersedia
kendaraan.

Pengecekan
dilakukan
petugas
memiliki
kompetensiuntuk
menjamin
kendaraan
operasi
(Peraturan
Pemerintah
Nomor 55 Tahun
2012 tentang
Kendaraan).

oleh
yang

Bukti pembayaran program asuransi
kecelakaan lalu lintas pada setiap
kendaraanbagi:
1. penumpang;
2. pengemudi;dan
3. pihak ketiga

Paling tinggi 100% sesuai kapasitas
angkut.

Untuk bus besardan bus maxi:
a. konfigurasi seat2-3
b. konfigurasi seat2-2
c. konfigurasi seat2-1

2. Bahan dasar Terbuat dari busa dan berfungsi -..J

tempat duduk denganbaik.
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3. Lebar tempat 1. Paling sedikit 400 mm oJ

duduk. 2. Paling sedikit 480 mm -.J

3. Paling sedikit 650 mm -.J

4. Jarak antar Diukur dari sisi depan sandaran
tempat duduk. tempat duduk kesisi belakang

sandaran tempat duduk didepannya:
-.J1. paling sedikit 650 mm;

2. paling sedikit 850 mm; -.J

3. paling sedikit 1200mm. -.J

5. Lebar lorong 1. Paling sedikit 350 mm oJ

(gangway) 2. Paling sedikit 400 mm -.J

3. Paling sedikit 400 mm -.J

2. Nomor tempat Urutan tempat duduk 1. Ketersediaan; 1. Harus tersedia. oJ oJ oJ

duduk. untuk memandu 2. Bentuk.
penumpang duduk 2. Nomor kursi. -.J -.J -.J

sesuai dengan nomor
yang tertera di tiket dan
menciptakan ketertiban
di dalam kendaraan
untuk menghindari
penumpang saling
berebut tempat duduk.

3. Fasilitas sirkulasi Berupa jendela maupun Jumlah berfungsi. Semuaberfungsi dengan baik. oJ oJ oJ

udara. kap di bagian atas
kendaraan yang dapat
dibuka/ ditutup untuk
menjaga suhu di
ruangan tidak terlalu
menyengat terutama
pada saat cuaca panas.
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4. Rak bagasi. Tempat untuk Ketersediaan. Harus tersedia. " " "menempatkan barang
bawaan di dalam
kendaraan dengan
aman dan tidak
mengganggu
penumpang.

5. Bagasibawah. Ruang khusus di bawah Ketersediaan. Harus tersedia. ..J ..J ..J

ruang penumpang
untuk menyimpan
barang dengan ukuran
besar dan prioritas
untuk penyimpanan
kursi roda.

6. Fasilitas Berupa tempat sampah Ketersediaan. Harus tersedia paling sedikit 2 (dual " " "kebersihan. dan/atau kantung buah tempat sampah diletakkan di
kertas atau plastik. bagian depan dan belakangkendaraan

atau 1 (satul buah kantung kertas
atau plastik diletakkan pada setiap
tempat duduk.

c. FasilitasTambahan. 1. Kaca film. Untuk mengurangi Persentasekegelapan Palinggelap40%. " "cahaya matahari secara
langsung.

2. Sarana visual audio Sebagaisarana hiburan Ketersediaan. Harus tersediapaling sedikit 1 (satu). " "ditempatkan di untuk penumpang.
ruang penumpang.

3. Gorden. Berupa kain penutup Ketersediaan. Harus tersedia. ..J ..J ..J

kaca samping untuk
melindungi penumpang
dari sinar matahari.
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4. Pengatur suhu Fasilitas pengatur suhu 1. Ketersediaan. 1. Harus tersedia dan berfungsi " "ruangan. di dalam kendaraan denganbaik.
menggunakan AC (air
conditioner1. 2. Suhu. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.

5. Reclining Seat. Merupakan tempat Ketersediaan. Harus tersedia. -.J -.J

duduk yang dapat
diatur.

4. KETERJANGKAUAN

a. Aksesibilitas. Memberikan Untuk memberikan Singgah di terminal Mematuhi ketentuan. " " "pelayanan sesuai kepastian pelayanan sesuai dengan kartu
dengan rute yang telah kepada penumpang pengawasan.
ditentukan. sampai dengantujuan.

b. Tarif. Biaya yang dikenakan Untuk menjamin 1. Tarif terjangkau. 1. Besaran tarif ekonomi ditetapkan -.J

pada penumpang kelangsungan hidup sesuai dengan keputusan
untuk satu kali perusahaan angkutan 2. lnformasi pemerintah.
perjalanan. umum dengan tetap besaran tarif.

memperhatikan daya 2. Memberikan informasi besaran "beli masyarakat. tarif.

3. Besaran tarif non ekonomi " "ditetapkan oleh perusahaan
angkutan umum.

4. Memberikan informasi besaran " "tarif.
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5. KESETARAAN

a. Pelayananprioritas 1. Pemberian prioritas Diberikan bagi Kemudahan. Terlayani.
..J ..J ..J

untuk membeli penumpang penyandang
tiket dan memilih cacat, manusia usia
tempat duduk.

lanjut, anak-anak,

2. Pemberian prioritas maupun wanita hamil.

naik/turun
kendaraan.

b. Ruang penyimpanan Ruang khusus di Untuk memberikan Ketersediaan. Harus tersedia. " " "kursi roda. bagasi untuk kemudahahan bagi
penyimpanan kursi penumpang pengguna
roda. kursi roda.

6. KETERATURAN Informasi yang
disampaikan di loket

1. Bentuk.a. Informasi pelayanan. kepada calon Agar calon penumpang 1. Berupa papan informasi.
..J ..J ..J

penumpang, paling dapat mengatur 2. Tempat.
sedikit memuat : rencana perjalanan 2. Penempatan mudah terbaca dan
1. jadwal kedatangan sesuai dengan 3. Kondisi. cepat serta jelas terlihat.

dan kemampuannya.
keberangkatan; 3. Kondisi baik dan/atau berfungsi.

2. tarif;
3. nama terminal

yang dilayani; dan
4. trayek yang

dilayani.

b. Informasi gangguan Informasi kepada Memberikan informasi Terinformasikan. Penumpang mengetahui teIjadi " " "peIjalanan bus. petugas terminal dan kedatangan dan gangguanpeIjalanan.
calon penumpang keberangkatan
apabila terjadi kendaraan serta
gangguan peIjalanan penyebabgangguan.
bus.
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c. Kinerja operasional. Agar kendaraan Umur kendaraan. Paling tinggi umur kendaraan 25 (dua '1/ '1/ '1/

beroperasi dengan puluh lima) tahun atau ditetapkan
efisiendan ekonomis. pemberi izin sesuai dengan kondisi

daerah.

Keteranqan
Ek : Ekonomi
Eks : Eksekutif
SE : SuperEksekutif
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KEAMANAN
a. IdentitasKendaraan. Nomor kendaraan dan nama trayek Jumlah.

berupastikeryangditempelpadabagian
depandanbelakangkendaraan.

a. BagiPengemudi: Kelengkapanidentitas.
1) mengenakan pakaian seragam

dan dilengkapidenganidentitas
nama pengemudi dan
perusahaan;

2) menempatkan papanjkartu
identitas nama pengemudi,
nomor induk pengemudi dan
nama perusahaan di ruang
pengemudi.

b. Bagi Kondektur, mengenakan
pakaian seragam dan dilengkapi
dengan identitas nama kondektur
danperusahaan.

Berfungsi sebagai sumber cahaya di Jumlahyangberfungsi.
dalam mobil bus untuk memberikan
keamananbagipenggunajasa.

Lapisan pada kaca kendaraan guna Persentasekegelapan.
mengurangi cahaya matahari secara
langsung.
+

Lampu sebagai pemberi informasi a.
adanya keadaan bahaya di dalam
kendaraan.

Lokasi pemasangan,a.
bentuk, warna, dan
jumlah lampu.

b. Lokasi pemasangandan
jumlah tombol.

100%berfungsi dan sesuai
denganstandarteknis.

Lampu warna kuning
berpijarterpasangdi atap
pada bagian tengah
depandanbelakang.

b. Tersediapaling sedikit 2
(dua) tombol yang
dipasang di ruang
pengemudi dan ruang
penumpang.
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No Jenis Uraian Indikator Nilai/Ukuran/Jumlah Keterangan

2 KESELAMATAN

a. Awak 1) Standar Pengemudiwajib: PenerapanStandar Operasi 100%diterapkannyaSOP.
Kendaraan. Operasional a. mengutamakan keselamatan dan Prosedur(SOP).

Prosedur(SOP) kelancaranlalu lintas;
pengoperasian b. mengangkut penumpang yang
kendaraan. memiliki tiket atau membayarsesuai

dengantarif yangtelahditetapkan;
c. mengangkut penumpang dengan

tidak melebihi kapasitas yang
ditentukan;

d. memindahkan penumpang dalam
perjalanan ke kendaraan lain yang
sejenisdalamtrayekyangsamatanpa
dipungut biaya tambahan jika
kendaraanmogok,rusak, kecelakaan,
atauatasperintahpetugas;

e. menggunakanlajur jalan yang telah
ditentukan atau menggunakanlajur
paling kiri, kecuali saat akan
mendahuluiataumengubaharah;

f. menaikkan dan/atau menurunkan
penumpang di tempat yang
ditentukan;

g. menutup pintu selama kendaraan
berjalan;

h. mematuhi batas kecepatan paling
tinggiuntuk angkutanumum;dan

1. melayani lintas sesuai izin trayek
yangdiberikan.

2) Kompetensi. Pengemudi memiliki pengetahuan,Pendidikan dan pelatihan Paling sedikit 2 (dua) tahun
keterampilan, dan perilaku sebagai ataupenyegarankompetensi. sekali.
berikut:
a. pengetahuan tentang rute yang

dilayani, tatacaramengangkutorang,
dantata caraberlalu-lintas;

b. keterampilan mengemudikendaraan
sesuaidenganjenis kendaraan;

c. sikap dan perilaku yangbaik, hormat
danramahterhadappenumpang.
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1) Peralatan
keselamatan.

2) Fasilitas
Kesehatan.

3) Informasi
tanggap
darurat.

4) Fasilitas
pegangan
penumpang
berdiri.

Fasilitas
penyimpanandan
pemeliharaan
kendaraan(poo~.

Badandalamkeadaansehatmentaldan Pemeriksaankesehatan.
fisik sertatidak dalampengaruhnarkoba
danalkohol.

Fasilitas keselamatan dalam keadaan Tersedia dan
darurat,dipasangdi tempatyangmudah denganbaik.
dicapai dan dilengkapi dengan
keterangan tata cara penggunaan
berbentukstiker,palingsedikitmeliputi:
a. alatpemecahkaca;
b. alatpemadamapi ringan;dan
c. alatpenerangan.

Palingsedikit 1 (satu)tahun
sekali.

berfungsi a.Palu pemecah kaca
tersedia paling sedikit 2
(dua)buah;

b.Alat PemadamApi Ringan
(APAR)1(satu)unit; dan

c. Lampusenter1 (satu)unit.

Fasilitas kesehatan yang digunakan Tersediadalamkondisibaik.
untuk penanganandarurat kecelakaan
dalam mobil bus, berupa perlengkapan
PertolonganPertama Pada Kecelakaan
(P3K).

Informasidalamkeadaandaruratberupa Tersedia.
stiker berisi nomor telepon dan/atau
SMS pengaduanditempel pada tempat
yang strategis dan mudah terlihat di
dalamkendaraan.

Fasilitas pegangan (handgrip) bagi a. Jumlahyangberfungsi;
penumpangberdiri untuk bus sedang b. Kondisibaik.
danbusbesar.

Berfungsisebagai:
a. tempatistirahatkendaraan;
b. tempat pemeliharaandan perbaikan

kendaraan.

Tersedia dan
denganbaik.

Palingsedikit 1
Perlengkapan
Pertama Pada
(P3K)berisi:
1. kassasteril;
2. plesterperekat;
3. anti septik;dan
4. guntingtajam.

(satu)kotak
Pertolongan
Kecelakaan

Terpasang paling sedikit
pada 2 (dua) tempat yang
berbedadanmudahterlihat.

Mampu menampung
kendaraan yang dimiliki
serta dilengkapi fasilitas
pemeliharaandan perbaikan
kendaraan.
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2) Fasilitas
pengatur suhu
ruangan.

Kendaraan beroperasi mengangkut Jumlah penumpang yang
penumpang sesuai daya angkut yang diangkut paling tinggi 100%
diizinkan. sesuai daya angkut.

Fasilitas yang dipersyaratkan untuk Tersedia dan
mewujudkan kondisi ruangan dengan baik.
penumpang kendaraan.

Daya angkut :
Mobil Bus Besar:
Total 79 (49 duduk, 30
berdiri).

Daya angkut :
Mobil Bus Sedang :
Total 30 (24 duduk, 6
berdiri).

Daya angkut :
Mobil Bus Kecil:
Total 9 sid 19 (sesuai
dengan kapasitas angkut).

Daya angkut :
Bus Maxi: Total 32 sid 69.

Daya angkut:
Bus Tingkat : Total 52 sid
118.

Daya angkut :
Mobil penumpang umum
total 8 (de1apan) termasuk
pengemudi.

a. Ekonomi dilengkapi kipas
angin.

b. Non Ekonomi dilengkapi
AC, untuk
mempertahankan suhu
ruangan penumpang
antara 20° C - 22° C.
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KETERJANGKAUAN

Tarif.

3) Fasilitas
kebersihan.

Biaya yang dikenakan pada pengguna Tarif terjangkau
jasauntuk satukali perjalananuntuk:
1) Non Ekonomi, harga tiket sesuai

denganpelayanan;
2) Ekonomi, dapat diberikan dengan

subsidi.

Paling sedikit 2 (dua) buah
ditempatkan pada ruang
penumpangdi bagiandepan
danbelakang.

NonEkonomi:
tarif ditentukan oleh
operatordanpersaingan
pasar.

Ekonomi:
tarif ditentukan oleh
pemerintah.

Tempat duduk di mobil bus Jumlahkursi.
diperuntukkan bagi penyandangcacat,
manusia usia lanjut, anak-anak, dan
wanitahamil.

1. MobilBusBesar
2 (dua)

2. MobilBusSedang
1(satu)

3. MobilBusKedl :
tidak ada.

Ruangan yang dikhususkan bagi Ketersediaan.
penumpang yang menggunakankursi
roda.

Informasiyangberisi:
a. keberangkatan;
b. kedatangan;
c. tarif;
d. trayekyangdilayani.

Hanyauntuk bus besar,bus
maxi, bus tingkat paling
sedikit 1 (satu)tempat.

Paling sedikit 2 (dua) buah
stiker yang ditempatkan
pada ruang penumpangdi
bagiandepandanbelakang.

Penentuan tarif
berdasarkan SK Dirjen
Perhubungan Darat
Nomor 687 Tahun 2002
tentang PedomanTeknis
Penyelenggaraan
Angkutan Penumpang
Umum di Wilayah
PerkotaanDalam Trayek
TetapdanTeratur.

Peraturan Menteri
PerhubunganNomor KM
71 tahun 1999 tentang
Aksesibilitas Bagi
Penyandang Cacat dan
Orang Sakit PadaSarana
dan Prasarana
Perhubungan.
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No Jenis Uraian Indikator NilaijUkuranj Jumlah Keterangan

b. Waktu berhentidi halte. Waktu yang diperlukan untuk menaikan Waktu (detik). Waktu palinglama60 detik. Penentuanwaktu puncak
dan menurunkanpenumpang. dan non puncak

disesuaikan kondisi
masing-masingdaerah.

c. Headway. Jarak antar kendaraan. Waktu (menit).
a. Waktu puncakpaling Penentuanwaktu puncak

lama 15(limabelas) dan non puncak
menit; disesuaikan kondisi

b. Waktu non puncak paling masing-masingdaerah.
lama 30 (tiga puluh)
menit.

d. KineIja operasional. a. Memberikan kepastian besarnya a. Persentasearmadayang a. Paling sedikit 90% dari
suplai pelayanan pada rute yang beroperasi; jumlah armada;
ditetapkan.

b. Umur kendaraan. b. Paling tinggi umur
b. Agar kendaraan beroperasi dengan kendaraan 20 (dua

biayaekonomisdan efisien. puluh) tahun atau
ditetapkan pemberi izin
sesuai dengan kondisi
daerah.
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1. KEAMANAN

a. Tanda pengenal awak
kendaraan.

b. Informasi trayek dan
identitas kendaraan

a. Pengemudi
1) Kondisi fisiko

1. Papan informasi mengenai Sebagaiidentitas pengemudiagar
nama pengemudi yang diketahui penumpang.
ditempatkan di ruang
pengemudi.

1. Informasi trayek yang
dilayani dan dilengkapi
logoperhubungan.

2. Identitas kendaraan
meliputi jenis pelayanan,
kelas pelayanan, dan
nama perusahaan
angkutan umum.

Pengemudi dalam keadaan
sehat fisik dan mental.

1. Sebagai identitas kendaraan
untuk diketahui penumpang
maupun pengguna jalan
lainnya.

2. Untuk
penumpang
kendaraan
ditumpangi.

memudahkan
mengidentifikasi

yang akan

Sebagai bukti pengemudi dalam
kondisi sehat.

1. Ukuran proporsional serta
tidak mengganggu
pandangan.

Surat keterangan berbadan
sehatdan dokter setiap 1 (satu)
tahun sekali.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Pengecekanterhadap
kendaraan yang akan
dioperasikan.

d. Dana pertanggungan
wajib kecelakaan
penumpangdan dana
pertanggungan wajib
kecelakaanlalu lintas
jalan.

b. Fasilitas
udara.

Pengemudi memiliki
pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku sebagaiberikut:
1. pengetahuan tentang rute

yang dilayani, tata cara
mengangkut orang, dan
tata cara berlalu lintas;

2. keterampilan mengemudi
kendaraan sesuai dengan
jenis kendaraan;

3. sikap dan perilaku yang
baik, hormat dan ramah
terhadappenumpang.

Prosedurpengecekankelaikan
kendaraan sebelum
beroperasi.

Merupakan kewajiban
perusahaan angkutan umum
dalam melaksanakan
pelayananangkutan.

Jumlah penumpang
kapasitasangkut.

Berupajendela maupun kap di
bagian atas kendaraan yang
dapat dibuka/ditutup

Sebagai bukti pengemudi
mengertietika berlalu lintas.

Telah
pelatihan.

mengikuti Mengikuti pelatihan/penyegaran
paling sedikit 1 (satu)kali dalam
setahun.

Sebagai alat bantu penerangan Ketersediaan.
padasaatdarurat.

Untuk memastikan bahwa SOPpengecekan.
kendaraan dalam kondisi siap
guna operasi(SGO).

Untuk menjamin penggantian
biaya yang diakibatkan karena
adanya kecelakaan lalu lintas
padasaatpelayanan.

Untuk menjamin
penumpang.

Mengikuti program
asuransi kecelakaan
lalu lintas.

Jumlah penumpang
per kendaraan.

Untuk menjaga suhu di ruangan Jumlah berfungsi.
tidak terlalu menyengatterutama
padasaat cuacapanas.

Harus tersedia untuk setiap
kendaraan.

Bukti pembayaran program
asuransi kecelakaan lalu lintas
padasetiapkendaraanbagi:
a. penumpang;dan
b. pengemudi.

Paling tinggi 100%
kapasitasangkut.
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c. Fasilitas kebersihan. Berupa tempat sampah Untuk menjaga kebersihan dalam Ketersediaan. Harus tersedia paling sedikit I
dan/atau kantung kertas atau kendaraan. (satu) buah diletakkan dalam
plastik. kendaraan.

4. KETERJANGKAUAN

a. Aksesibilitas. Memberikan pelayanan sesuai Untuk memberikan kepastian Melewati rute yang Mematuhi ketentuan.
dengan rute yang telah pelayanan kepada penumpang telah ditetapkan dalam
ditentukan. sampai dengan tujuan. izin penyelenggaraan

angkutan pedesaan.

b. Tarif. Biaya yang dikenakan pada Untuk menjamin kelangsungan 1. Tarif terjangkau. 1) Besaran tarif ditetapkan
penumpang untuk satu kali hidup perusahaan angkutan sesuai dengan keputusan
perjalanan. umum dengan tetap 2. Informasi besaran pemerintah.

memperhatikan daya beli tarif.
masyarakat. 2) Memberikan informasi

besaran tarif.

5. KESETARAAN

Pelayananprioritas. Pemberian prioritas Diberikan bagi penumpang Kemudahan. Terlayani.
naik/ turun kendaraan. penyandang cacat, manusia usia

lanjut, anak-anak, maupun
wanita hamil.

6. KETERATURAN

a. Informasi pelayanan Informasi yang berisi: Berupa tulisan yang ditempatkan Ketersediaan. Harus tersedia.

a. tarif; pada ruang penumpang di bagian
b. trayek yang dilayani. depan dan belakang kendaraan

.
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b. Kinerja operasional. Agar kendaraan beroperasi Umur kendaraan. Paling tinggi umur kendaraan

denganefisiendan ekonomis. 15 (lima belas) tahun atau
ditetapkan pemberi izin sesuai
dengankondisi daerah.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai deng
KepalaBiro H

DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN

KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

TELAH MEMENUHI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

INGKUTANAU

Ukuran stiker:
Panjang(p) : 21 em
Lebar(l) 9,5 em

Bentuk huruf:
a bookantiqua, ukuran 11,warnahitam
b aria!, ukuran 65, warna biru

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai deng
Kepala Biro

DR. UM ARIS SH MM MH
Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19630220 198903 1 001
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